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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan data yang sudah disajikan kemudian dianalisis, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses praktik pemberikan anak di Kelurahan Alalak Utara Kota 

Banjarmasin dilakukan dengan secara langsung melakukan 

pemberikan anaknya setelah melahirkan artinya prosesnya dibawah 

tangan tanpa penetapan pengadilan, tanpa ada hajatan dan adanya 

timbal balik berupa uang yang diberikan oleh orang tua yang 

menerima anak, kepada orang tua yang melakukan pemberian anak, 

bahkan dari tiga kasus, 2 kasus tidak sempat melihat wajah anaknya 

terlebih dahulu karena setelah dibantu persalinan oleh bidan anak 

langsung diserahkan kepada orang lain. Satu kasus dengan 

mempunyai dua anak yang diberikan, sempat memelihara anak hingga 

usia balita, satu anak perempuan sempat diasuh sampai usia 6 bulan 

dan satu anak laki-laki sempat diasuh hingga usia 3 tahun setelah itu 

langsung dkasih kepada orang lain yang ingin menerima pemberian 

anak tersebut, tidak adanya hajatan, dan adanya timbal balik berupa 

uang yang diberikan oleh orang tua yang menerima pemberian anak 

tersebut. 

2. Alasan pemberikan anak kepada orang lain di Kelurahan Alalak Utara 

Kota Banjarmasin kebanyakan disebabkan oleh keadaan orang tua 
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anak yang banyak memiliki anak dan tidak mampu secara ekonomi, 

maka agar anak hidup layak maka diberikan anak kandung nya kepada 

orang lain, sebanyak tiga kasus anak diberikan kepada orang lain yang 

tidak ada hubungan keluarga atau kekerabatan, yang mana anak 

diberikan kepada orang tua yang relatif mampu di segi ekonomi dan 

tidak memiliki anak kandung. 

3. Dalam hukum Islam tindakan demikian dipandang sah saja, dalam arti 

tidak ada peraturan Islam yang terlanggar, hukum Islam tidak 

menuntut adanya prosedur dalam pengangkatan anak, karena yang 

ditekankan hanyalah esensi dan hukum yang diakibatkannya saja. 

Esensi pemberikan anak kepada orang lain adalah untuk si anak agar 

tidak terlantar, hidup dengan layak dan berkecukupan, dan hal ini 

dianjurkan dalam agama. Secara umum perbuatan menolong 

dianjurkan dalam agama dan tergolong kedalam ketaqwaan. Akan 

tetapi, Menurut Hukum Islam bila dikaitkan dengan pengangkatan 

anak hanya dibenarkan salah satunya apabila tidak memutus hubungan 

darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologisnya. 

Sedangkan dalam hukum positif praktik pemberikan anak kepada 

orang lain termasuk dalam kategori pengangkatan anak, hal itu 

tentunya belum memenuhi prinsip-prinsip yang dikehendaki hukum 

positif di Indonesia, karena apa yang terjadi dilapangan belum sejalan 

dengan apa yang dikehendaki dalam hukum positif di Indonesia yang 

sudah diatur dalam UU Pengangkatan anak yang seharusnya praktik 
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memberikan anak yang termasuk kategori pengangkatan anak 

sebaiknya melalui proses pengadilan agar status anak jelas dan tidak 

menimbulkan masalah dikemudian hari, walau sebenarnya hukum 

positif tetap memberi ruang pengangkatan anak secara adat oleh 

masyarakat, namun ditekankan agar praktik pemberikan anak atau 

termasuk kategori pengangkatan anak itu diproses melalui pengadilan 

supaya memiliki legalitas dikarenakan ada dua kasus anak perempuan 

yang diberikan tidak diketahui keberadaannya hal tersebut berdampak 

nantinya terhadap hal perwalian si anak ketika ingin menikah dan 

dalam hal kewarisan. 

 

B. Saran 

1. Orang tua kandung yang pemberikan anaknya kepada orang lain 

hendaknya adanya perjanjian tertulis dengan orang tua yang menerima 

pemberian anak, agar nantinya mudah dalam menemui si anak karena 

anak yang diberikan itu perempuan dan ada dua kasus yang tidak 

diketahui keberadaannya maka anak yang diberikan berdampak 

kedepannya buat si anak dalam hal perwalian nikah dan kewarisan. 

2. Perlu adanya sosialisasi dari kepala kelurahan setempat mengenai 

pengangkatan anak sehingga tercapainya tujuan hukum dan terciptanya 

kesadaran hukum dalam masyarakat khususnya dalam pelaksanaan 

pengangkatan anak. Bagi pasangan suami isteri yang ingin hak asuh 

anaknya dialihkan kepada orang lain atau bisa dikatakan adanya praktik 
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pemberikan anak. karena dipandang perlu untuk melakukan pengesahan 

pengangkatan anak melalui penetapan di Pengadilan, untuk melindungi 

hak-hak anak dikemudian hari dan untuk lebih menjamin kepastian 

hukum terhadap status anak tersebut. 

 

 




